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RINGKASAN

Penclitian ini bertujuan mengkaji dinamika demokrasi lokal di tengah transisi
politik otonomi daerah, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
tentang Pembeniukan Peraturan Perundang-undangan, dimana secara langsung akan
mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan publik, di dacrah. Secara lebih
khusus melihat bagaimana implementasi kata ‘berhak’ yang diatur dalam Pasal 53 U
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah.
Dari kajian dinamika tersebut, maka dilanjutkan dengan pemetaan varian-varian
pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, terutama dalam
proses pelibatan publik (partisipast).

Dalam konteks kajian politik lokal, penelitian ini juga bermaksud untuk mengkaji
bagaimana partisipasi politik di tingkat lokal pada masa otonomi daerah ini telah
melibatkan warga secara penuh dalam proses pengambilan kebijakan, tidak hanya secara
umum, namun secara lebih spesifik berkaitan dalam dimensi: Pertama, demokrasi
ckonomi berupa manajemen partisipatoris seluruh warga dalam pengelolaan aset-aset
produktif dan hak kepemilikan bersama. Kedua, demokrasi pluralistik politik berupa
pemahaman dan kepekaan terhadap aspek pluralitas identitas dan lokalitas dari setiap
warga negara dengan segenap kebutuhan dan aspirasi mereka dalam pelibatan partisipasi
politik mereka dalam pengambilan kebijakan publik.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum non-doktinal,
yuridis—empiric (sociology of law dan political economy of law), dan pendekatan
multidisipliner dalam melihat masalah yang terjadi di lapangan, yang dikembangkan
melalui model penelitian partisipatif (participatory research) dan wawancara mendalam
dengan séjumlah pihak yang terkait. Sample dalam penelitian ini adalah purposive
sample. Hasil dari keseluruhan metode dan pendekatan tersebut akan disusun secara
deskriptif-analitik.
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PRAKATA

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, akhirnya penelitian mengenai partisipasi publik
ini bisa dirampungkan. Penelitian yang mengambil judul “Dinamika Otonomi Daerah
dalam Pengembangan Metode Partisipasi Publik Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Studi Kasus di Tiga Wilayah: Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, dan Kota
Surabaya)”, sebenarnya merupakan manifestasi dari keingintahuan lebih jauh proses-
proses demokratisasi dalam payung desentralisasi dan otonomi daerah.

Memang, partisipasi publik telah memperoleh pencgasan dalam kerangka normatif
undang-undang, namun apakah ini dirasakan manfaat dan efektifitasnya dalam kenyataan
di lapangan. Ternyata, persis seperti dugaan semula, bahwa di tengah situasi transisi
politik demokratisasi, dengan penelitian ini membuktikan partisipasi publik yang terjadi
hanyalah karikatif sifatnya, alias tidak pernah dilakukan secara sungguh-sungguh dan
dengan kerangka hukum implementatif yang tegas.

Sebenamnya, penelitian ini mengharapkan adanya gambaran atas dinamika demokrasi
lokal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan publik pasca diberlakukannya
Undang-Undang Pemerintahan Daerak dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Termasuk berupaya melakukan pemetaan varian-varian metode
pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pasca
diberlakukannya kedua undang-undang tersebut. Kemudian, penelitian ini berupaya pula
menjajaki prinsip-prinsip ideal partisipasi publik dalam metode pengembangan
pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang berbasis pada upaya
kerangka pemajuan hak-hak asasi manusia. Sekaligus, menyelidiki bagaimana kerangka
normatif partisipasi publik dalam metode pengembangan pembentukan peraturan
perundang-undangan di daerah sebagai bahan masukan pembaruan hukum legislasi.
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Tentu, penelitian ini tidaklah selesai dengan berakhirnya laporan akhir. Penelitian ini
justru membuka ruang, peluang dan tantangan baru untuk menjelaskan sekaligus
mendorong segala upaya memperbaiki proses partisipasi publik dan demokratisasi lokal
melalui pembentukan Perda.

Semoga penelitian ini memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan hukum di
kalangan perguruan tinggi, serta berkonfribusi bagi pengembangan metode partisipasi

untuk pengambilan kebijakan publik yang partisipatif di daerah.

Saran dan kritik senantiasa diharapkan untuk hasil penelitian ini agar tetap menjaga ruang
pengembangan studi atau penelitian berkualitas di negeri ini.

Surabaya, 25 Oktober 2008

R. Herlambang Perdana Wiratraman
Airlangga Pribadi
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BAB I PENDAHULUAN SURABAYA

Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika demokrasi lokal di tengah transisi
politik otonomi daerah, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004)
dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2004), dimana secara langsung akan
mempengaruhi  proses-proses pembentukan kebijakan publik, di daerah. Dari kajian
dinamika tersebut, maka dilanjutkan dengan pemetaan varian-varian pengembangan
pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, terutama dalam proses pelibatan
publik (partisipast).

Dalam konteks kaji_an politik lokal, penelitian ini juga bermaksud untuk mengkaji
bagaimana ﬁarllsipasi politik di tingkat lokal pada masa otonomi daerah ini telah
melibatkan warga secara penuh dalam proses pengambilan kebijakan, tidak hanya secara
umum, namun secara lebih spesifik berkaitan dalam dimensi: Pertama, demokrasi
ekonomi berupa manajemen partisipatoris seluruh warga dalam pengelolaan aset-aset
produktif dan hak kepemilikan bersama. Kedua, demokrasi pluralistik politik berupa
pemahaman dan kepekaan terhadap aspek pluralitas identitas dan lokalitas dari setiap
warga negara dengan segenap kebutuhan dan aspirasi mereka dalam pelibatan partisipasi

politik mereka dalam pengambilan kebijakan publik.
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Secara normatif, pengaturan pelibatan publik tidaklah diatur secara khusus,
terkecuali ditentukan keharusan pelibatannya dalam Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004,
yang menyatakan;

"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis
dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang

dan rancangan peraturan daerah.”

Meskipun dirumuskan atas inisiasi masyarakat, pasal tersebut memandatkan
penyelengggra_pemeﬁ‘nta}:an \ntuk mengakomedasi hak partisipasi publik untuk terlibat
dalam penyiapén dan ‘pembahasan legislasi daerah. Masalahnya, belum ada ketentuan
lebih jauh pengaturan teknis bagaimana mekanisme partisipasi publik itu harus
diakomodasi oleh penyelenggara pemerintahan, dan apakah mekanisme tersebut sudah
efektif dalam rangka mendorong demokratisasi politik ekonomi di tingkat lokal.

Dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban
sekaligus mendorong adanya rekomendasi untuk melibatkan partisipasi publik secara
efektif dan demokratis di tingkat lokal.

Rumusan Masalah

a. Bagaimana dinamika demokrasi lokal yang mempengaruhi dalam penentuan
kebijakan publik pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004?

b. Bagaimana varian-varian pengembangan metode pembentukan peraturan perundang-
undangan di daerah (legislasi daerah) pasca diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004

dan UU No. 10 Tahun 20047
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C. Apa saja prinsip-prinsip ideal partisipasi publik dalam pengembahgan metode
pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang berbasis pada upaya
kerangka pemajuan hak-hak asasi manusia?

d. Bagaimana kerangka normatif partisipasi publik dalam pengembangan metode
pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah sebagai bahan masukan

pembaruan hukum legislasi daerah.
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BAB I TINJAUAN PUSTAKA

Potret dinamika lokal setelah diberlakukannya otonomi daerah yang digulirkan
sejak 1999, nampaknya tidak sesuai dengan keinginan atau harapan publik secara luas.
Betapa tidak, betapa merebaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan badan-badan
eksekutif dan legistatif dacrah, serta banyaknya disorientast dalam pembuatan kebijakan
publik, sehingga tidak mengherankan terjadi letupan-letupan sosial politik di level lokal.

Letupan sosial politik yang demikian seringkali dikaitkan dengan tiadanya
Jjaminan mckanisme hukum partisipasi publik sebagai bagian dar kontrol/pengawasan,
dimana ia menempat? posisi tangga partisipasi tertinggi. UU No. 32 Tahun 2004, sebagai
revisi UU Ng. 22 Tabun 1999, adalah instrumentasi hukum baru yang menfokuskan
pembaruan mMp pﬁrtisipasi lokal khususnya terkait dengan kebijakan electoral
daerah. Di sisi lain, sesungguhnya sangat penting dalam posisinya mendorong proses
demokratisasi lokal, adalah lahimya UU No. 10 Tahun 2004, yang mengatur secara
khusus mekanisme pembentukan peraturan perundangan-undangan, termasuk di level
lokal atau daerah.

Dalam konteks inilah, partisipasi publik mendapat momentum dan memiliki
kerangka instrumentatif-normatif. Tentu, pandangan kerangka instrumentatif-normatif itu
sendiri tidak secara langsung menjamin partisipasi publik secara substansial, karena

hukum yang dibentuk tersebut merupakan potret proses politik yang dihasilkan dari
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pe?sepakamn-pemepakatan tertentu. Belum adanya perangkat hukum khusus yang
menjamin partisipasi publik kecuali hanya penjelasan pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004,
yang menyatakan “Masy\arakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis
dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan
peraturan dacrah.” Pasal ini tidak menjelaskan persoalan yang selama ini sedang dihadapi
masyarakat, seperti bagaimana posisi dan jaminan usulan masyarakat, dimana masyarakat
bisa terlibat pembahasan suvatu rancangan peraturan daerah, bagaimana penentuan
“publik” yang berhak dan harus disertakan dalam pembahasan, dan seterusnya,
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perfu dijajaki dari berbagai buku sumber, jurnal,
penelitian terdahulu, atau belajar dari berbagai mekanisme peraturan daerah yang pemah
dilalui, schingga studi ini akan melengkapi catatan tentang partisipasi publik dalam

membangun kerangka normatif di Indonesia.
Penjelasan Tentang Participatory Democracy

Secara rujukan politik, studi dalam riset lapangan ini menggunakan pemahaman
wacana diskursus participatory democracy, dimana wacana ini berusaha melampaui
keterbatasan dari demokrasi liberal dalam membaca partisipasi politk publik diluar
proses-proses prosedural politik formal seperti partai politik, pemilibhan umum, dan
perwakilan politik di tingkat- legislatif. Lebih jauh lagi diskursus participatory
democracy berupaya untuk mengelaborasi lebih luas dan mengakar konsep tentang

warganegara, kewargaan dan partisipasi warga (civic participation) dengan
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memperhitungkan kompleksitas dan diferensiasi kelompok dan identitas dalam proses

gerakan sosial politik yang tengah berlangsung (David Beetham 1999; 9-10).

Wacana participatory democracy mengelaborasi formasi sosial dan politik di
masyarakat lebih luas dari kajian-kajian politik mainstream tentang wacana demokrasi
elektoral dan liberal yang hanya mengkaji aspek-aspek prosedural -demokrasi dan
pembedaan wilayah ruang publik dan privat. Lebih jauh dari itu wacana ini merambah
ruang-ruang baru dalam wilayah politik dengam melakukan hibridasi secara radikal
dalam konteks material dan kultural. Secara material, wacana ini berusaha untuk
menunjukkan bahwa kebangkitan demokrasi tidak berawal dari terbangunnya
kelembagaan politik formal (partai politik, parlemen, dan prosesi pemilu) namun lebih
pada aspck substansial demokrasi ekonomi berkaitan dengan manajemen partisipasi
* bersama dalam konteks kepemilikan, produksi dan pemanfaatan dari aset-aset produktif
bagt masyarakat. Namun berbeda dengan wacana sosialisme klasik yang berusaha untuk
membangun sentralisasi organisasi dengan otoritas politik yang sentralistik dan hirarkhis
dimensi demokrasi ekonomi dari wacana participatory democracy berusaha untuk
memetakan, menganalisis dari berbagai wilayah relasi kuasa, dimana pengelolaan dan
pengambilan keputusan yang dibuat melalui komunitas yang luas dan plural yang dapat
diidentifikasikan lewat hak klaim dari warganegara (claim rights citizenship) (David
Beetham 1999; 13),

Sementara secara kulturalis, wacana participatory democracy berusaha untuk
membuka dan melamaavi-gagasan dari demokrasi liberal yang hanya terfokus hanya pada
partisipasi politik dari warganegara (dengan pemahaman yang homogen dan abstrak

terhadap pengertian warganegara dan individu). Lebih jauh lagi dimensi kulturalis dalam
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wacana participatory democracy berupaya untuk mengelaborasi gerakan-gerakan sosial
politik di tingkat akar rumput dengan memperhatikan dan menunjukkan kepekaan
terhadap aspek-aspek identitas partikularitas (gender, etnik, religi, dll) dengan
memperhatikan aspek-aspek hegemonic dari relasi kvasa yang ada dan posisi subyek
lokal (Jocal subject position) dalam hubungan kuasa pada ranah-ranah politik. Sehingga
melalui penghampiran participatory democracy, maka ranah kajian politik akan
membuka dan menciptakan ruang-ruang politik baru yang didefinisikan melalui
komleksitas dan multiplikasi berbagai subyek politik yang melampaui hubungan
mainstream yuridiksi negara dan memasuki ruang dialog yang lebih mendalam pada
ruang-ruang praktek sosial dan politik yang memberikan perhatian lebih terhadap
identitas cultural dan politik dari setiap komunitas dalam ranah politik demokrasi lokal
(David Beetham 1999;12-15 ; Cohen& Arato 1994, 10-12).

Penggunaan teori yang demikian sangatlaﬂ relevan dalam menggambarkan
perdebatan dan tarik-menarik kepentingan negara dengan rakyatnya di level transisi

politik otonomi daerah dan pertumbuhan demokratisasi di Indonesia sekarang.

Teori Arstein, dan Kerangka Normatif Good Governance

Salah satu teoni yang pula akan sangat melekat dalam penelitian ini, sebagai alat
analisis, adalah teori tangga partisipasi yang diciptakan Sherry R. Arstein (1969). Tangga
partisipasi publik tersebut menyediakan parameter sampai sejauh mana sebuah partisipasi
dalam pengambilan keputusan publik sebenarnya telah terjadi. Khususnya partisipasi
yang melibatkan kelompok yang paling rentan dalem masyarakat. Tiap tingkatan dalam

tangga partisipasi model Arnstein ini disusun berdasarkan “corresponding to the extent of

7
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citizen's power in determining the plan and/or program.” (Arstein, 1969: 216-224).
Secara umum, dalam model ini, ada tiga derajat partisipasi masyarakat, (1) tidak
partisipatif (nonparticipation), (2) derajat semu (degrees of tokenism) dan; kekuatan
masyarakat (degrees of citizen power). (Lihat figur 1.} Masing —masing derajat
ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat terlibat dalam proses pembentukan
kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh negara. Tapi seberapa jauh masyarakat
(dalam hal ini kelompok miskin dan rentan) dapat menentukan hasil akhir atau dampak
dari kebijakan atau program tersebut.

Derajat (erbawah, terdiri dari dua tipe “partisipasi” yakni, manipulasi
(manipulation) dan terapi (therapy). Dalam tahap imi, “partisipasi” bertujuan untuk
“menatar” masyarakat dan “mengobati” luka yang timbul akibat kegagalan sistem
pemerintakan. Tidak ada miatan sedikitpun untuk melibatkan masyarakat dalam
menyusun kebijakan atau program pemerintahan.

Derajat menengah/semu, terdiri dari tiga tipe partisipasi yaitu, penginformasian
(informing), konsultasi (consultation), dan peredaman (placation). Dalam tahap ini sudah
ada perluasan kadar partisipasi. Masyarakat sudah bisa “mendengar” (penginformasian)
dan “didengar” (konsultasi). Namun begitu, tahap ini belum menyediakan jaminan yang
jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka diperhitungkan dalam penentuan hasil dari
sebuah kebijakan publik. Sedang tahap peredaman memang sudah memungkinkan
masyarakat (khususnya yang rentan) untuk memberikan masukan secara lebih signifikan
dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih

dipegang oleh pcmegang kekuasaan.
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Derajat tertinggi, terdiri dari tiga tipe partisipasi yakni, kemitraan (partnership),
delegasi kekuasaan (delagated power), dan yang teratas adalah kendali masyarakat
(citizen control}. Dalava tzhap ini partisipasi kelompok rentan sudah masuk dalam ruang
penentuan. proses dan &ampak kebijakan. Masyarakat sudah bisa bemegosiasi dengan
“penguasa tradisional” dalam posist politik yang sejajar (kemitraan), atau bahkan lebih
jauh mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah
“dikuasai” (delegasi kekuasaan). Hingga pada tahap akhir, partisipasi sudah sampai pada
puncaknya ketika masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu

mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan tersebut

(kendali masyarakat).
Tabel 1
Ladder of Participation
OFtAn:) TANPRR PATRIpRN: S e e DR RS DAY As

08 Kendall Masymkat (szen Degrees of Citizen

Control) Power (Kekuasaan
07 | Delegasi Kekuasaan (Delegated Masyarakat)

Power)
06 Kemitraan (Partnership)
05 Peredaman (Pluacation) Degrees of Tokenism
04 Konsultasi (Consultation) (Semu)
03 Penginformasian (/nforming)
02 Terapi (Therapy) Nonparticipation

01 Manipulasi (Manipulation) (Tidak partisipatif)

Dari konsep Amstein tersebut, akan dikemukakan beberapa prinsip dasar dari
pembukaan ruang partisipasi publik yang optimal baik secara formal-prosedural maupun
ekstra formal-prosedural. Prinsip-prinsip ini berusaha sebisa mungkin me;ndasarlcan pada
rintangan-rintangan obyektf yang nyata di dalam relasi kuasa (antara masyarakat dan

negara) dan relasi sosial (antara kelas-kelas di dalam masyarakat).
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Analisis Arstein akan semakin menarik bilamana dikaitkan dengan prinsip-prinsip
Good Governance (pemerintahan yang baik) yang menjadi kerangka instrumentatif-
normatif hukum penyelenggaraan negara. Kadar pemerintahan yang baik belum tentu
mencerminkan @im pemihakan terhadap isu-isu kepentingan publik, meskipun secara
prosedural telah memenuhi standar administrasi pemerintahan yang baik. Konsep
pembentukan peraturan perundang-undangan (khususnya di daerah) yang baik itu seperti
apa standarnya, adalah juga belum jelas. Sehingga dalam studi kepustakaan ini,
pemikiran Profesor Addink (Utrecht University), sebagai salah satu pemikir hukum yang
cukup populer dalam renidiksn hukum di Indonesia, akan menjadi catatan analisis pula
yang melengkapi studi ini (Dr. GH. Addink, 2002).

Meskipun dalam konteks pemikiran, good govemance dikenal demikian luas,
termasuk dalam strategi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, namun
di dalam praktek jaminan prosedural belumlab tentu memberikan jaminan perlindungan
secara subtansial terkait dengan hak-hak masyarakat.

Isu, konsep, praktck dan penilaian terhadap good governance bukanlah hal baru,
dan hal ini telah lama menjadi perhatian dan kritik yang dilakukan melalui banyak studi
(Abrahamsen 2000; Bello 2002, 2005; Bendana 2004; George 1995; Parasuraman, et. al.
2004; Pieterse 2004; Purbopranoto 1978; Quadir et al. 2001; Robinson 2004; Gathii
1998; Hosen 2003). Meskipun di tiap negara memiliki konteks sejarah dan budaya yang
berbeda dalam diskursus ketatapemerintahan, namun kemunculan good governance yang
begitu dominan di negara-negara dunia ketiga secara tiba-tiba merupakan situasi lain,
disain mendunia. Padahal di Indonesia sendiri telah memiliki dan mengakar konsepsi

warisan sistem hukum civi/ law-nya yang tidak lepas dari pengaruh kolonial Belanda.

10
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Dikenal, algemene bepalingen van behorlijk bestuur (biasa disingkat ABBB, atau
prinsip-prinsip umum pemerintah yang baik). Prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam
putusan administrasi, yang di dalam hukum administrasi memiliki tiga elemen: (i) rule of
law; (ii) demokrasi; and (iii} elemen instrumental, termasuk efficiency (doelmatigheid)
and effectivenes (doeltreffenheid) (Hadjon et al 1993: 266-270). Di Belanda sendiri, ide
ABBB telah cukup lama dikuliahkan di Faculteit Rechisgeleerheid (Addink 2002;
Langbroek in Addink 2002).

Sementara di sisi lain, dtemukan sejumlah fakta bahwa proyek pembaruan
ketatapemerintahan melalui good governance cenderung untuk melayani promosi
konsensus pembaruan sosial dan ekonomi, khususnya dengan mengaplikasikan
" pemberdayaan teknokratik dan bahasa liberal partisipasi. Di titik ini, diskursus dan arah
kecenderungan hak-hak asasi manusia harus lebih menyesuaikan dengan kebutuhan
liberalisasi pasar. Inilah yang disebut ‘market friendly human rights paradigm’
(paradigma hak-hak asasi manusia yang ramah pasar) (Wiratraman 2007),

Dalam konteks yang demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan di
daerah sangatlah multifaktor dalam proses atau mekanisme maupun secara substansial,
dan terbuka kemungkinan terjadi tekanan-tekanan liberalisme. Good governance yang
menjadi prasyarat untuk pembentukan legislasi (Seidman et al. 2001) yang lebih
bertanggung jawab, haruslah ditipjau ulang untuk melihat mendalam prakteknya yang
menyebabkan ketidakberdayaan m;tsymakat lokal berpartisipasi lebih jauh,

Dalain 'penjela;,,eat’i. di \atas, maka kepustakaan yang terkait dengim pemikiran

participatory democracy, tangga partisipasi, serta kerangka normatif good governance,

1
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akan memperkaya dan mempertajam kajian dinamika dan pengembangan metode
partisipasi publik dalam pembentukan legislasi daerah,

12
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BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan jangka panjang penelitian int diharapkan menjadi bahan rujukan akademis
maupun praktis dalam upaya strategi pembaruan hukum legislasi daerah, terutama terkait
dengan pengembangan metode pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah
pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 10 Tahun 2004. Sudah cukup
banyak kajian kebijakan publik diterbitkan atau dipublikasikan, namun belum ada secara
khusus yang mencermati kebijakan publik tersebut dalam proses transisi politik otonomi
daerah dengan kerangka normatif hukum legislasi, terutama mengkaji bagaimana prinsip-
prinsip ideal partisipasi publik dijamin.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan,

a. Menggambarkan dinamika demokrasi lokal yang mempengaruhi dalam penentuan
kebijakan publik pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004,

b. Memetakan varian-varian pengembangan metode pembentukan peraturan perundang-
undangan di daerah pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 10
Tahun 2004.

c. Menjajaki prinsip-prinsip ideal partisipasi publik dalam pengembangan metode
pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang berbasis pada upaya

kerangka pemajuan hak-hak asasi manusia.

13
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d. Menjajaki kerangka normatif partisipasi publik dalam pengembangan metode
pembentukan peraturan perundang-undangan di dacrah sebagai bahan masukan

pembaruan hukum legislasi daerah.

Keutamaarn Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan ringkas sebelumnya, dalam konteks kajian politik
hukum lokal, penelitian ini memiliki keutamaan agar pada masa depan partisipasi politik
di tingkat lokal dalam pengambilan kebijakan publik (hukum), dapat melibatkan warga
secara lebih optimal dan demokratis. Proses pengambilan kebijakan, utamanya dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah tidak hanya secara umum
menyangkut isu-ist otonomi dacrah seperti pemasukan anggaran daerah, pemasukan
investasi ke daerah, penyediaan sarana publik dan isu-isu sejenis, namun secara lebih
spesifik berkaitan dalam pemahaman dan kepekaan terhadap dimensi-dimensi demokrasi
dan hak asasi manusia. Dengan dimensi seperti ini, maka demokrasi pluralistik politik
berupa pemahaman terhadap aspek pluralitas identitas dan lokalitas dari setiap
warganegara dengan segenap kebutuhan dan aspirasi mereka tekait pelibatan partisipasi

politik dalam vengambilan kibijakan publik.

Oleh sebab itu, perangkat normatif yang disediakan dalam UU No. 10 Tahun
2004, perlu dicermati implementasinya di lapangan, terutama terkait dengan mekanisme
lokal dan budaya yang mempengaruhinya, sehingga proses-proses pembentukan
peraturan perundang-undangan Negara tersebut tidak justru mematikan keberdayaan

masyarakat lokal. Hukum-hukum lokal dalam proses penyelesaian masalah-masalah tidak
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dipandang sebagai persoalan hukum bagi Negara, tetapi justru harus menjadi perangkat

yang menfasilitasi dan menjamin pluralitas proses demokratisasi.

Melalui pemahaman dan kepekaan terhadap aspek demokrasi dan pluralitas
identitas dari setiap komunitas dalam partisipasi politik di tiga daerah tersebut, maka
penelitian ini dapat merambah ruang-ruang baru dalam tiap ekspresi partisipasi politik
secara lebih inendalam ‘bél"hut:‘ungan dengan kepemilikan terhadap aset-aset produktif
dan penggunaannya bagi kepentingan warga negara dan pemahaman terhadap pengakuan
aspek-aspek partikularitas identitas dan kesetaraan pluralitas gender, etnik, dan agama
dalam partisipasi politik pada aras demokrasi lokal. Sehingga di masa depan dapat
dirumuskan strategi pembaruan kebijakan partisipasi dalam hukum legislasi dapat
menjangkau aspek-aspek substansial dalam ruang sosial masyarakat yang menyangkut
partisipasi politik lebih langsung baik secara ekonomi dan aspek pluralitas identitas

politik.

Dengan keutamaan penelitian yang demikian, dlharapkan penelitian ini akan
memperolen hasil pemetaan dan varian partisipasi dalam pengembangan metode
pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, utamanya strategi pembaruan
hukum di bidang hukum legislasi, secara sistematis dan komprehensif yang menjamin
proses pemajuan hak-hak asasi manusia. Dan tentunya, diharapkan akan membantu bagi
pengambil kebijakan daerah untuk lebih rapi dan strategis dalam mengembangkan

metode partisipasinya dalam pembuatan legislasi daerah.
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BAB IV METODE PENELITIAN

Pendekatan

Penelitian ini, dalam konteks hukum, menggunakan pendekatan penelitian hukum
non-doktrinal, dimana menempatkan posisi hukum sebagai proses yang terbentuk di
ranah pengalaman sosial, politik dan ekonomi, bukan pada ranah normatif semata.
Dengan pendekatan ini, maka pertama, proses pencarian konseptual dilakukan dengan
meletakkan empirisme sosial sebagai alat analisis dan selalu mengecek norma-norma
yang kebenarannya bersifat formal, Kedua, menggunakan silogisma induksi dan
“memperoleh simpulan-simpulan yang dari suatu proses induksi. Kesimpulan yang
diperoleh sebagai conclusio di dan dani dalam silogisme induksi, selalulah berupa
deskripsi atau eksplanasi tentang ada-tidaknya hubungan (entah kausal atau korelatif)
antara berbagai variabel sosiai-hukmn (Wingyosoeboroto, 2002 : 162-164 ; Sidharta,
2004 : 240-246). |
Dengan kerangka demikian, maka studi-studi hukum sebagaimana pendekatan
sociology of law (Wignyosoebroto, 2002: 160-162; Rasyidi, 2003: 121-124) dan political
economy of law (McNollgast 2003), dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis
dan memberikan jawaban tentang masalah kecfektifan bekerjanya seluruh struktur

institutional hukum.
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Untitk -nenganalisisnya dilakukan secara kualitatif, baik dengan mengetengahkan
prinsip-prinsip hukum (seperti prinsip-prinsip pembentukan' peraturan perundang-
undangan) dan syarat proseduralnya (mekanisme hukum), maupun menganalisis berbagai
faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam proses mempengaruhi prosedural dan
substantif legislasi daerah. Dengan begitu, pelibatan disiplin ilmu lain (dalam hal ini ilmu
sosial-politik) diperlukan untuk memotret realitas pembentukan peraturan perundang-
undangan, atau biasa disebut pendekatan studi hukum kritis (critical legal studies) (Unger
1996, 1999 ; Farrar, 1990).

Pendekatan studi hukum kritis yang demikian sesungguhnya mempertemukan
dengan pendekatan ilmu sosial yang berbasis pada pendekatan teori sosial kritis (critical
social theory), yakni pendekatan dalam metodologi riset yang berusaha melampaui
pendekatan mainstream positivistik dalam studi ilmu sosial dan politik yang hanya
berkutat pada permasalahan penemuan keajegan pola-pola sosial dan hubungan-
hubungan yang berlangsung antara variabel sosial. Melalui penghampiran metode sosial
kritik, penelitian ini berupaya memahami konstruksi politik yang ada dan pola-pola
dominasi politik yang berlangsung dalam hubungan relasi politik yang terbangun (Agger
1991). Selanjutnya dengan memahami proses-proses politik. yang ada selanjutnya
penelitian ini berupaya menganalisa bagaimana realitas pembentukan peraturan undang-
undang ini mcnjadi. bagian dari tindakan politik partisipasi warga untuk merekonstruksi

ulang realitas politik dalam lokalitas wilayah mereka.

Metode Pengumpulan Data
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Data dikumpulkan dari data primer dan sekunder.

Data primer diambil dari sejumlah rangkaian wawancara dengan metode semi-
structured interview (Bryman 2004; 126), yakni menggunakan panduan pertanyaan
namun terbuka peluang untuk memperluas dan mengembangkan pertanyaan yang
disesuatkan dengan sitvasi lapangan. Untuk melengkapi wawancara, di setiap wilayah
penelitian (Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar dan Kota Surabaya) dilaksanakan
diskusi-diskusi informal dengan 2-3 orang responden secara bersamaan, yang berguna
untuk mengecek silang kebenaran-kebenaran korespondensi tersebut. Sedangkan analisis
kebenaran koherensi terhadap prinsip-prinsip hukum, akan dikumpulkan sejumlah
peraturan  perundang-undangan produk legislasi daerah sebagai data primemya.
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen penunjang, laporan,
catatan prosiding, dan sejumiah literatur yang terkait. )

Sample yang diambil untuk penelitian pembentukan perundang-undangan di
daerah im adalah purposive sample, yakni berfokus atas bersasaran dalam pemilihan
sample (Punch 2005: 187-188). Sample yang demikian merupakan kekhususan dalam
menentukan wilayah, narasumber, aktifitas yang diseleksi secara ketat dalam rangka
melengkapi informasi yang tidak didapat dari sumber atau pilihan lainnya. Proses seleksi
- yang demikian sangatlah penting untuk mempertimbangkan dalam keputusan-keputusan
kualitatif’ yang hendak dianalisis (Maxwell 2005: 87-91). Selain itu, batasan legislasi
daerah yang dilakukgn dalam riset ini, mencakup Peraturan Daerah yang telah disahkan

serta mencermati Peraturan Daerah yang sedang dibahas, setelah tahun 2004.
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Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 3 wilayah di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya,
Kabupaten Jember, dan Kabupaten Blitar. Pilihan lokasi tersebut didasarkan karakteristik
wilayah yang berbeda dari sisi sosial dan kultural. Kota Surabaya, mewakili karakteristik
masyarakat perl-.:otaan;fié.-igali‘ percampuran budaya yang sangat tinggi karena lokasi
pusat perdagangan di Jawa Timur, dan infrastruktur komunikasi dan teknologi yﬁng lebih
baik dibandingkan wilayah lainnya (kaum miskin urban). Dengan menggunakan
terminology Clifford Geertz mengenai budaya santri-abangan, Kabupaten Jember,
mewakili karakteristik masyarakat desa dengan budaya Madura pendalungan yang cukup
kuat, termasuk tradisi santri yang mempengaruhi pola kehidupan sehari-hari. Sedangkan
Kabupaten Blitar mewakili karakteristik masyarakat desa dengan budaya Mataraman,
dimana kultur abangan lebih terlihat kental dibandingkan dua wilayah lainnya. Varian
struktur sosial yang demikian diperkirakan akan mempeng_arulﬁ dinamika dan model
pengembangan kebijakan-kebijakan yang diambil di daerah tersebut. Artinya, ketiga
wilayah tersebut memiliki potensi yang sangat menartk dan sangat tepat menjadi
laboratorium kajian hukum pembentukan perundang-undangan dan politik partisipasi

dalam konteks transisi politik otonomi daerah.
Subyek Penelition

Subyek dalam penelitian ini adalah organisasi masyarakat, pengambil kebijakan

di daerah (Bupati, Walikota, aparat birokrasi pemerintahan lokal/dinas-dinas, anggota

19

LAPORAN PENELITIAN DINAMIKA OTONOMI DAERAH... Herlambang Perdana Wiratraman



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DPRD, dll.), pengurus/anggota partai politik, organisasi non-pemerintah yang terlibat
dalam pengawasan kebijakan dan anggaran, lembaga-lembaga konsultan kebijakan
daerah (universitas, jasa konsultan khusus, dll.), kalangan jumnalis yang kerapkali terlibat
secara | langsung maupun tidak memperoleh kesempatan meliput kebijakan, dan
individual/organisasi lainnya.

Penelitian ini menggunakan perspektif penelitian hukum non-doktrinal, dengan
mengembangkan kajian multidisipliner, sehingga diharapkan penelitian ini akan mampu
menemukan prinsip-prinsip ideal pengembangan metode pembentukan perundang-
undangan di daerah di masa transisi politik otonomi daerah. Sedangkan alat analisis yang
diguﬁakan adalah teori-teori hukum, khususnya dalam rangka memetakan community

based legislation (legislasi berbasis pada perlindungan hak-hak komunitas).
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BABYV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian I: Tinjauan Normatif Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004

Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004: Pintu Masuk Partisipasi Publik
Untuk membahas lebih jauh dinamika partisipasi publik dalam pembentukan
legislasi daerah, idakluh bisa cﬁlepaskan dari konteks pemberlakuan pasal 53 UU No. 10
Tahun 2004. Secara tegas dirumuskan partisipasi sebagai hak, sebagaimana terlihat dalam
rumusan berikut:

“"Masyarakat berhak memberikan masukan se@a lisan atau tertulis

dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang

dan rancangan peraturan daerah.”
Bila ditafsirkan, secara hukum metode untuk mewujudkan hak partisipasi masyarakat
tersebut bisa dilaksanakan secara:
1. Lisan

2. Tertulis

Lisan dalam hal ini, menurut penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

(1999: 598), berarti kata-kata yang diucapkan atau berkenaan dengan kata-kata yang

diucapkan. Artinya secara langsung warga masyarakat dapat menyampaikan pendapat,

21

LAPORAN PENELITIAN - DINAMIKA OTONOMI DAERAH... Herlambang Perdana Wiratraman




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

aspirasi, keluhan atau keberatan, melalui tatap muka secara langsung dengan sejumlah
pihak yang: memiliki Iiéwe;angan hukum menerima dan menampung partisipasi
masyarakat.

Sedangkan metode tertulis, parlisipasi masyarakat dilakukan dengan cara
menuangkan tulisan, baik berupa tulis tangan maupun diketik, dan kemudian
disampaikan kepada lembaga tertentu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

Ditinjau dari tahapan keterlibatannya, secara hukum masyarakat hanya diberikan
hak untuk berpartisipasi di saat penyiapan dan pembahasan. Makna penyiapan dalam
konteks keterlibatan publik ini bisa berupa:

1. Mengusulkan atau memberi masukan topik, atau masalah terkait untuk diatur dalam
legislasi
2. Menyiapkan draft rancangan usulan legislasi

Sedangkan dalam proses pembahasan, keterlibatan publik bisa berupa:

1. Mendengarkan proses-proses diskusi/persidangan dalam proses pembahasan di
DPR/DPRD.

2. Diundang untuk memberikan masukan terhadap draft yang sedang dibahas

3. Mengusulkan secara langsung sebelum maupun di tengah persidangan pembahasan

4. Dengar pendapat

Ditinjau dari sisi produk hukum yang memberikan peluang keterlibatan publik,
berdasarkan rumusan pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004, hanya terbatas pada pembentukan

Undang-Undang dan Peratutan Daerah. Latar belakang mengapa hanya terbatas kepada
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dua produk hukum tersebut, karena proses pembentukannya melibatkan peran dua cabang
kekuasaan dalam trias politika, yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Berdasarkan pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004, dirumuskan bahwa materi Undang-
Undang berisi hal-hal yang:
a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang meliputi:
1. hak asasi manusia
2. hak dan kewajiban warga negara
3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
4. wilayah negara dan pembagian daerah
5. kewarganegaraan dan kependudukan
6. keuangan negara.
b. Diperintahkan oleh suatu U'ndang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
Sedaﬁgkan materi Peraturan Daerah, berdasarkan pasal 12 UU No. 10 Tahun
2004 adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Mekanisme Hukum Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004, mekanisme

hukum yang digunakan, masyarakat memiliki hak berpartisipasi secara lisan atau tertulis
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dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan
" peraturan daerah.

Dalam Penjelasan pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tersebut, dirumuskan bahwa:

“Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilak.fanakan sesuai dengan

Peraturan fata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.”

Ini berarti secara hukum, ada pembatasan terkait dengan mekanisme hukum
partisipa.si yang ditentukan oleh dua produk hukum sesuai dengan tingkatannya, yakni:

1. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Tatib DPR), untuk berpartisipasi
dalam penyiapan dan pembahasan undang-undang;

2. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daemh (Tatib DPRD), untuk
berpartisipasi dalain, pé}lyi;ban dan pembahasan peraturan daerah.

Oleh sebab itu, periulah dipahami bagaimana pengaturan hukum melalui Tatib
DPR/DPRD tersebut. Penelitian ini pula telah memeriksa secara khusus dokumen Tatib
DPRD untuk dianalisis secara hukum, karena fokus dari penelitian ini adalah Peraturan
Daerah sebagai salah satu dari produk hukum daerah. Pertanyaan kuncinya adalah,
apakah pengaturannya sesuai dengan standar UU No. 10 Tahun 2004 atauhkah terjadi

perluasan pengaturan secara normatif?

Ketentuan Tata Tertib DPRD sebagai Landasan Hukum Partisipasi
Untuk memahami ketentuan mengenai produk hukum daerah, maka landasan

hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri perlu dikaji.
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Jenis dan bentuk produk hukum daerah, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tabun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk
Hukum Daerah, terdiri atas:

1. Peraturan Daerah;

2. Peraturan Kepala Daerah;

3. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
4. Keputusan Kepala Daerah; dan

5. Instruksi Kepala Daerah.

Sesungguhnya ketentuan tersebut mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 22 Tahun 2001, dan secara substansi meskipun telah dicabut namun tidak memiliki
perbedaan dengi.n jenis maupun bentuk produk hukura daerah sebelumnya.

Sckali lagi, penelitian ini hanya berfokus pada Peraturan Daerah (Perda),tidak
pada jenis produk hukum daerah lainnya. Pemerintah Daerah dalam membuat Perda
selalu harus merujuk pada ketentuan teknis hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam
Negeri. Ketentuan-ketentuan teknis ini meliputi,

1. Permendagri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah

2. Permendagri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan_ Produk Hukum
Daerah |

3. Permendagri No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah

4, Kepmendagri No. 169 Tahun2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi

Daerah
5. Kepmendagri No. 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.
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Bagaimana hubungan antara penyusunan Tatib DPRD terkait dengan partisipasi
publik yang mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis dari Menteri Dalam Negeri,
apakah diatur secara khusus mengenai hubungan tersebut?

Berdasarkan sejumlah ketentuan teknis dari Menteri Dalam Negeri, yang
mengatur secara kh'.sus, mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah
sebagaimana diatur dalz;m Permendagri No. 16 Tahun 2006, dimana menghubungkan
prosedur yang ditempub oleh baik inisiatif pemerintah maupun inisiatif DPRD dalam
mengajukan rancangan perda. Hal ini mengingat peraturan tersebut mengkhususkan pada
upaya penertiban administrasi penyusunan produk hukum daerah, sehingga perlu
dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi, termasuk kesesuaian
dengan UU No. 10 Tahun 2004 tent?mg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Tidak ada ketentuan hukum dan penjelasan apapun mengenai proses pelibatan
publik ataupun mekanisme secara khusus dalam ketentuan teknis Mendagri, sehingga
tidak ada ketentuan yang mengikat bagi DPRD (aturan Tatib DPRD) merumuskan
prosedur pelibatan publik sebagaimana dimandatkan dalam pasal 53 UU No. 10 Tahun
2004. Sehingga, dala_m prakteknya, besar kemungkinan tidak diatur ketentuan mengenai
partisipasi publik dalam Tatib DPRD karena memang rujukan ketentuan teknis dari
Mendagri sendiri tidak/belum mengacu pada pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 mengenai
hak publik.

Meskipun demikian, tidak diatur dalam ketentuan teknis dari Mendagri tidaklah
menghilangkan kesempatan bagi DPRD untuk merumuskan hak-hak partisipasi publik
dalam pembentukan Perda, karena memang dasar hukum untuk merumuskannya telah

disediakan berdasarkan pasal 53 UU No. Tahun 2004. Oleh sebab. itu, di masa
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desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan serta keleluasaan daerah untuk mengatur
daerahnya sendiri, penting untuk dipahami sekaligus diperjuangkan bahwa ketentuan
dalam Tatib DPRD merupakan ketentuan kunci untuk menjamin landasan hukum

partisipasf di Indonesia.

Perda Partisipasi, Alternatif Tatib DPRD
Dalam bagian ini, perlu pula disinggung bahwa dalam mendorong proses
- menjamin hak publik untuk berpartisipasi dalam penyusunan produk hukum daerah,
khususnya Perda, pada kenyataannya telah diupayakan oleh sejumiah daerah di Indonesia
melalui pembentukan Perda khusus.

Hat ini perlu dipertimbangkan menyangkut fungsi Perda itu sendiri. Fungsi Perda
merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Pasal 136 UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Indrati 2007: 232). Fungsinya meliputi: (a)
Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
provinsi‘kabupaten/kota dan tugas pembantuan; (b) merupakan penjabaran lebih lanjut
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas
masing-masing daerah; (¢) Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraiwian perandﬁngt;hdangan yang lebih tinggi.

Latar belakang Perda khusus yang menyangkut partisipasi ini beragam, dan boleh
dinyatakan bahwa semangat perubahan hukum menyangkut jaminan hak hukum
partisipasi publik pula dipengaruhi oleh konfigurasi politik lokal, yang bisa tumbuh lebih

demokratis dalam penyelenggaraan pemenntahannya.
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Dalam penelusuran penelitian ini, ditemukan bahwa upaya membuat Perda khusus
mengenai partisipasi telah tumbuh, bahkan telah diakomodasi sebelum lahimya Pasal 53
UU No. Tahun 2004. Hal ini bisa terlihat dari sejumlah contoh Perda berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2004 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa

2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Bandar Lampung

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung.

4. Peraturan Dacrah Uatxpatin Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Partisipasi Dalam l;enyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Pembangunan di
Kabupaten Lebak

3. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 03 Tahun 2002 tentang Transparast
Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo

Bila diteliti lebih jauh, menariknya, Perda khusus tersebut memiliki pertimbangan
vang demikian maju dalam mendorong proses-proses keterlibatan publik sebagai hak
hukum.

Misalnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipast Dalam Penyelenggaraan -‘Pemerintah dan
Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak, dinyatakan ada 3 (tiga) pertimbangan,
yakni:
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a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis
dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan semangat otonomi
daerah, perlu dibangun dan dikembangkan sarana yang mewadahi keterlibatan
masyarakat dalam suatu proses pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. bahwa sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas be’rupa partisipasi
masyarakat dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses
pengambilan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan landasan kemitraan untuk
secara bersama-sama menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat di daerah;
c. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu dibuka akses masyarakat terhadap informasi publik.
Pertimbangan yang demikian sangatlah penting bagi, tidak saja membuktikan
tanggung jawab negara, utamanya pemerintah dalam memajukan hak-hak asasi manusia,
namun pula membangun sistem demokrasi yang substantif dalam politik lokal dan
kesejahteraan sosial lebih Juas.
Selain itu, perlu pula diketengahkan dalam penelitian ini, adanya Perda khusus
yang lahir setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 2004 dan dijadikan oleh perda tersebut
sebagai acuan untuk membangun mekanisme partisipasi publik dalam penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat lokal.
Misalnya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1
Tahun 2007 ‘entan» Pipseaur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten

Sumedang. Dalam perda ini, ada sejumlah penegasan kata partisipast dalam proses
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penganggaran di tingkat daerah, sebagaimana terlihat dari pendifinisian dalam Pasal 1,
yaitu:
“Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik
yang memual hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masya